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TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa
tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan
umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas
pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia.
Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagikelangsungan hidup dasar masyarakat
melalui pemenuhan kebutuhanpangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya
perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang
Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.Haltersebut
sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam
pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai
pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Boyolali selain
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah
untuk menjadikan Boyolai sebagai Daerah penyangga ketahanan pangan nasional.
Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini
adalah dalam bentuk:
prasarana dan sarana produksi pertanian;
penyediaan lahan pertanian;
kepastian usaha;
penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahaniklim;
asuransi pertanian;
bantuan dan subsidi;
komoditas unggulan;
hak kekayaan intelektual; dan
perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah
dalam bentuk:
pendidikan dan pelatihan;
penyuluhan dan pendampingan;
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil  pertanian;
konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;



kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
regenerasi Petani; dan
penguatan Kelembagaan Petani.
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini diharapkan dapat
mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Boyolali serta
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan
yang subur dan sistem irigasi yang baik. 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petaniharus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara
bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan
serta kekuatan sumber daya dalam negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah,
Pelaku Usaha, dan masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petaniharus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat
lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta
pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah
dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara
proporsional kepada semua warga negara sesuaidengan kemampuannya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk
menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4



Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal
lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status pengusaan lahan.
Huruf f
Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kalimat “rencana pembangunan pertanian” merupakan perencanaan
pembangunan pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan
pembangunan Daerah sektor pertanian.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 6
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan
Usaha Tani secaraefektif dan efisien.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibatkejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang
tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain olehterjadinya
pemusnahan budi daya tanaman atau ternakyang disebabkan oleh area endemik, bencana alam



periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan
standar kehidupan nasional.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Pelibatan Penyuluh dan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budi daya pertanian
terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan pertanian yang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan
pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d



Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”adalah peraturan mengenai
skala usaha kecil dibidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada
kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa.Jalan ini sangat strategis dan memberi
akses untuk transportasi pengangkutan sarana usahatani menuju lahan pertanian dan
mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan
sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.
Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas
pengumpulan hasil pertanianmenuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik
pengolahan hasil pertanian
Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai
sehingga air dapat dialirkan ketempat yang akan diairi.
Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastrukturyang mendistribusikan air yang
berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh
masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para
petani akan terjamin.
Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu
terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam
bidang pertanianyang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik factor alamiah, sosial, budaya,
maupun infrastruktur fisik buatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh daerah terhadap
produksi pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.
Huruf c
Cukup jelas.



Pasal 14
Ayat (1)
Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya
diperoleh Petani dariUsaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencanayang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “serangan OPT” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan
yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luasdan cepat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perubahan iklim“ adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung
atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir
secara global, dan selain itu,berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada
kurun waktu yang dapat dibandingkan.
Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi
menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap
penurunan produksi Pertanian.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu
dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah.
Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh
Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal
suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia,
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang
yang dihasilkan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian
atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk
menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.



Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 33
Huruf a
Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seorang
yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan ide
pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk/proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk/proses, yanguntuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri idenya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman”adalah perlindungan terhadap varietas
tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka
mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan
oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.
Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh
yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan pioritas yang hasilnya menjadi indikator
pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna
yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program
prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan
gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK).
Ayat (2)



Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan
Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
Penyuluh terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swasta,
dan penyuluh swadaya.
Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabatyang berwenang pada satuan organisasi lingkup
pertanian,perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang
mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat
lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas
hasil pertanian dari risiko penurunan harga.
Pasal 45
Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik
langsung maupun tidaklangsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UsahaMikro, Kecil, dan Menengah
dengan Usaha Besar.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.



Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
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